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ABSTRAK

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki peran yang peting dalam
mencapai tujuan bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Konstitusi.
Terutama dalam pembangunan infrastruktur karena dengan adanya infrastruktur
yang memadahi akan menggerakkan roda ekonomi lebih baik lagi dan pemerataan
ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Pekerjaan konstruksi terintegrasi
merupakan gabungan antara pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi. Setiap
pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa harus mendapatkan
pengawasan secara teknis dilapangan. Pengawasan lapangan harus dilakukan
dengan menempatkan tenaga-tenaga ahli pengawas sesuai dengan kebutuhan dan
kompleksitas pekerjaan. Dalam hal ini konsultan pengawas bertugas secara umum
mengawasi pekerjaan konstruksi dengan tujuan agar terkendalinya proses
penyelesaian pekerjaan dan meminimalisir penyimpangan yang terjadi dalam
kontrak pengadaan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan perundang – undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan
konseptual untuk mengkaji permasalahan hukum yang terjadi, yaitu tanggung
gugat konsultan pengawas dalam pekerjaan terintegrasi. Sumber hukum penulisan
ini berasal dari peraturan perundang – undangan, riset kepustakaan terhadap
buku – buku, jurnal yang berkaitan dengan pengadaan dan jasa konstruksi, portal
resmi kementerian, serta portal – portal berita terkait isu yang dibahas dalam
penelitian.

Karya tulis ini membahas mengenai karakteristik pekerjaan konstruksi
terintegrasi yang terdiri dari kontrak Rancang Bangun serta kontrak EPC,
kemudian dibahas juga mengenai tanggung gugat konsultan pengawas dalam
kontrak konstruksi terintegrasi. Tanggung gugat dari konsultan pengawas pada
pekerjaan konstruksi terintegrasi jika terjadi kegagalan bangunan akibat dari
kegagalan konstruksi adalah memberikan ganti rugi, apabila tidak melakukan
kewajibannya emenuhi kewajibannya maka dapat dikenai sanksi adminsitrasi dan
jika terjadi sengketa maka penyelesaian perselisihannya ditempuh melalui antara
lain musyawarah, mediasi, arbitrase, ataupun pengadilan.

Kata Kunci: Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi, Konsultan Pengawas, Kontrak
Pengadaan Barang/Jasa



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

VI
SKRIPSI TANGGUNG GUGAT KONSULTAN… INTAN NURMAHANI

ABSTRACT

Public Procurement has an important role in achieving the goals of the
Indonesian people as stated in the Constitution. Especially in the development of
infrastructure because the existence of adequate infrastructure will move the
wheels of the economy even better and economic equality throughout Indonesia.
Integrated construction work is a combination of construction work and
consultancy services. Every construction carried out by the service provider must
get technical supervision in the field. Field supervision must be carried out by
placing supervisory experts according to the needs and complexity of the work. In
this case the supervisory consultant is generally tasked with overseeing
construction work with the aim of controlling the completion of the work process
and minimizing irregularities that occur in the procurement contract. The method
of approach used in this research is the statute approach, case approach, and
conceptual approach to assessing legal issues that occur, namely the
accountability of supervisory consultants in integrated work. The legal source of
this writing comes from laws and regulations, library research on books, journals
related to procurement and construction services, official portals of the ministry,
as well as news portals related to issues discussed in research.

This paper discusses the characteristics of integrated construction work
consisting of the Design and Build contract and the EPC contract, then also
discussed the supervisory consultant's accountability in the integrated
construction contract. The liability of the supervisory consultant for integrated
construction work in the event of a building failure resulting from construction
failure is to provide compensation, if the obligations are not fulfilled, then
administrative sanctions can be imposed and if a dispute occurs then dispute
resolution is pursued through, among others, deliberation, mediation, arbitration,
or court.
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